Menimbang

Mengingat

EEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1904 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN [ZIN OPERASICONAL
SEKQLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTA MARIA FATIMA BETUN
DI KABUPATEN MALAKA-NTT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

a. bahwa dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi

angpola masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-
nilai ajaran Agama Katelik dan/atau menjadi tenaga terampil
ci bidang agama, perlu mendirikan Sekolah Menengah Agama
Katolik {SMAK];

.bahwa SMAK Santa Marma Fatima Belun di Kabupaten

Malaka-N11, memenuhi syaral untuk melaksanakan
penycelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;

. bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurul a dan huraf b, perlu memberikan izin operasional
kepada SMAK Santa Maria Fatima Betun di Kabupaten
Malaka-NTT untuk menyelengegarakan kegiatan belajar
mengajar pada jenjang pendidikan SMAK,;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (entang Sislem

Pendidikan Nasionzl (Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Tuhun 2003 Nomeor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 lentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambah:zn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 lentang

Pendidikan Agama dan Pendidikan Eecagamaan (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor

4768);

. Peraturan Pemeriniah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan  Penyelenpggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemar 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  5109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerimtah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomar 5157);

5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2015

tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2013 Nomor 7123);
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6. Peraturan Menteri Pendidikan Naslonal Nomor 64 Tahun 20.3
tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 80%);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Selolah Menengah Agama Katolik [Berita Negara Republilk
Indonesia Tahun 2013 Nomor 177) sebagaimana lelah diubah
dengan Peraturan Menlern Agama Nomor 599 Tahun 2014
Tentang Perubshan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor |
Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1891);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tala Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 1495);
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MEMUTUSEAN:

KEEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN TZIN
OPERASIGNAL SEKCGLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTA
MARIA FATIMA BETUN DI KABUPATEN MALAKA-NTT.

Memberikan 1zin operasional kepada SMAK Santa Maria Fatima
Retun di Kabupaten Malaka-NTT untuk menyelenggarakan
Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Menengah mulai tahun
pelajaran 2017 /2018.

SMAK Santa Marig [Falima Betun mengembangkan Program
Keagumaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan
perundang-undangan vang berlalu.

Penvelenggaraan Program Keagamaan Katollk SMAK harus
memperhatikan Kurikulum Program Keagameaan Katolik Tingkat
Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku cengan
menerapkan Kurikulum 2013,

[zin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat
ditinjaun kemball serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan
supervisi terhadap SMAK Santa Maria Falima Betun yang
dilakukan oleh Ditjen Bimas Katelik scsuai ketentuan yang
berlalau.

Kepala SMAK Santa Maria Fatima Betun wajib mendaftarkan
siswa-siswi dan memberikan laporan setiap semester kepada
Direktur Jenderal Bimas Katolik.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur
lebih lanjut dalam ketentnan-ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetaplan,

Ditctapkan di Jalkarta
pada tanggal 2 Agustus 2017
NDIREKTUR JENDERAL
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